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Abstract

Overcoming property related to marriage is a discussion that has always been interesting
from time to time. The concept of joint property, inherited property or what is often referred
to as gono-gono-equity property is a phenomenon that seems to have no end. Islamic law is
here to provide a universal concept to be implemented in the concept of property in books.
This research is a normative legal research based on literature review by reviewing the
literature that discusses the concept of property in marriage. The results of this study indicate
that Gono gini in Islam actually does not exist. However, with the existing phenomena, Islam
is still able to answer the law of joint property or what we know as gonogyny. Islam still
allows the existence of joint property. In fact, Islam allows ta'lik before marriage to facilitate
the distribution of joint assets if separation occurs later. Wealth must be utilized as best as
possible while still paying attention to Islamic rules. In disputes, assets are used to meet
family needs for the benefit of all family members. If the assets are more then our reward is
donating or donating to third parties.

Keywords: Conception, Property, Marriage
Abstrak

Permasalahan harta benda hubungannya dengan perkawinan merupakan pembahasan yang
selalu menarik dari masa kemasa. Konsep harta bersama, harta bawaan maupun yang sering
disebut harta gono gini menjadi fenomena yang seolah tidak ada habisnya. Hukum Islam
hadir memberi konsep yang universal untuk diimplementasikan dalam konsep harta benda
dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan basis studi
kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur yang membahas konsep harta benda dalam
perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gono gini dalam Islam sesungguhnya
tidak ada. Akan tetapi dengan fenomena yang ada, Islam tetap mampu menjawab hukum harta
bersama atau yang kita kenal gonogini. Islam tetap memperbolehkan adanya harta bersama.
Bahkan Islam memperbolehkan adanya ta'lik sebelum nikah untuk memudahkan pembagian
harta bersama apabila kemudian terjadi perpisahan. Harta benda harus dimanfaatkan sebaik
mungkin dengan tetap memperhatikan aturan-aturan Islam. Dalam perkawinan harta
digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi kemaslahatan semua anggota keluarga.
Apabila harta tersebut lebih maka hendaknya kita menghibahkan atau mensadagahkan kepada
pihak ketiga.

Kata Kunci: Konsepsi, Harta, Perkawinan
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Pendahuluan

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang
manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan,
pakaian,tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya
dapat dipenuhi. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk
memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan.
Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam
perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan
perceraian suami isteri. Oleh sebab itu perlu ditinjau dari beberapa segi agar hal yang
tidak baik dapat dihindari.

Ada aspek lain yang perlu ditinjau dari segi hukum karena status harta benda
sebagai salah satu simbol duniawi sering membawa mala petaka yang fatal antara
suami isteri. Hal ini terjadi karena sangat banyak di antara pasangan suami isteri tidak
mengerti dengan perkawinan yang sedang dijalaninya secara benar. Oleh karena itu,
dalam artikel ini akan menjelaskan mengenai Kedudukan Harta Dalam Perkawinan
dan beberapa hal yang berkaitan dengannya.

Harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah

swit :
s, 22 2A e T — e AR
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Artinya :"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai
pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".(Q.S.An Nisa' : 5)1

Dari ayat di atas kami dapat memahami bahwa harta merupakan sesuatu yang
sangat sakral demi berjalannya sebuah kehidupan karena sesungguhnya bukan hanya

untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi untuk kepentingan akhirat juga. Oleh

! Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta : 1971), HIm.115
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karena itu harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum mampu mengatur
harta, walaupun orang tersebut telah dewasa. Atau secara ekonomika harta dapat
didefinisikan dengan sesuatu yang dapat disimpan (iddikhar).

Metode

Metode sebagai cara untuk memecahkan persoalan yang menjadi bahan
penelitian, adanya metode diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang relevan
nantinya.? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep.
Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data
yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi

berkaitan dengan permasalahan penelitian.’
Pembahasan
Harta Bawaan

Yang dimaksud harta / barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang
dipersiapkan oleh isteri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama
suaminya.4

Dalam hal barang / harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada
percampuran antara keduanya karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri
dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga dengan harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya.s

Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki
harta benda. Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta
keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta

benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak

2 Wahdini, Muhammad. "Narasi Religiusitas Politik: Strategi Calon Gubernur Kalimantan
Selatan Pada Pemilukada 2020." Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam 10.1 (2023):
99-108.

3peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 35.

4 Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin. Figh Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah

Komponen MKDK, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), HIm. 181
® Ibid., HIm. 181-182
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akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa
harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah dibawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak
menggunakan untuk keperluan apa saja.

Kedua suami isteri itu menurut pasal 89 dan 90 Inpres nomor 1 tahun 1991
wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta isteri atau harta suaminya
serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu merupakan hak milik pribadi masing-
masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup selama menjadi
ahli waris dari si mati. Kalau harta bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali
sebagai mana adanya sebelumnya. Kalau keduanya meninggal maka ahli waris
mereka adalah anak-anaknya. 6

Sebenarnya yang bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan
peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur,perabot dapur dan sebagainya adalah
suami. Sekalipun mahar yang diterimanya lebih besar daripada pembelian alat rumah
tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sepenuhnya dan
merupakan hak mutlak istri. Berbeda dengan pendapat golongan Maliki yang
mengatakan bahwa mahar bukan mutlak bagi istri. OLeh karena itu, ia tidak berhak
membelanjakan untuk kepentingan dirinya. Akan tetapi bagi perempuan yang miskin,
ia boleh mengambil sedikit darinya dengan cara-cara yang baik.7

Dari uraian diatas dapat menarik simpulan bahwa sesungguhnya yang
bertanggung jawab atas alat-alat rumah tangga adalah suami,sebagaimana yang
dilakukan oleh Rasulullah terhadap Fatimah. Disamping itu juga untuk

menyenangkan hati perempuan memasuki hari-hari pernikahan.
o\jj)js‘u}iwéaujjkﬁj&;}:g.y&\dy)}@z : J\BC SR
(St

“Dari ‘Ali RA. berkata: Rasulullah SAW member barangbawaan pada Fatimah

berupa pakaian, kantong tempat air yang terbuat ari klit dan bantal berenda.”

® 1bid.,

"Op. Cit., Drs. Slamet Abidin................ , Him. 182
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Berkaitan dengan mahar, menurut kami mahar tetap sepenuhnya hak
perempuan. Akan tetapi apabila si perempuan dengan kerelaan hatinya
memberikannya kepada si laki-laki maka boleh bagi laki-laki tersebut menggunakan
untuk dirinya.

Artinya :

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian . Jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S. An- nisa' :
4)s8
Harta Bersama Suami Istri
Pasal 85 KHI: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri". o

Pasal 35 atat 2 UU nomor 1 tahu 1974 menetapkan bahwa harta benda yang
diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Adapun
harta bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-
surat berharga, benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun
yang akan ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang
diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang
ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi
harta milik bersama.io Sedang yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.
Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak
lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau
memindahkan harta bersama tersebut.11

Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun istri,

bias dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang

8 Op. Cit., DEPAG RI. 4! Qur'an dan..........., HIm. 115

® Drs. Supriatna ,dkk. Figh Munakahat 11 Dilaengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi
Hukum Islam, (Yogyakarta : Teras, 2009),HIm. 157

91hid.,

1 0Op. Cit., Drs. Slamet Abidin............. , Him. 183



Mitsagan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam
Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan
tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami.
Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.12

Semua harta yang diperoleh sepasang suami isteri selama dalam perkawinan
mereka menjadi harta benda kepunyaan bersama. Menurut pasal 1 huruf f Inpres
nomor 1 tahun 1991 mengatakan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau
syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami
isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta
bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa, suami atau
isteri.

Disamping Allah telah menjanjikan karunia-Nya yang banyak, tetapi tiap
manusia mempunyai kewajiban untuk bekerja mengusahakan adanya penghasilan
untuk memenuhi semakin banyaknya kebutuhan hidup, baik kebutuhan untuk masa
kini dan persiapan untuk masa yang akan datang. Semua orang harus mencari harta
benda sebanyak mungkin agar meperoleh kemulyaan yang banyak. Agar dapat
memberi nafkah semua yang menjadi tanggung jawabnya. Juga untuk membantu
orang lain yang wajib dibantu menurut jalan yang diridhai Allah.Tangan di atas (
orang yang memberi ) lebih mulya daripada tangan yang dibawah ( orang yang
menerima pemberian). Dalam hal mengumpulakan harta benda sebagai sarana untuk
keperluan dunia agar selamat di akhirat kelak manusia harus selalu berusaha ( ikhtiar).

Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan
masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat
perceraiain barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau
salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta besama itu dibagi
dua setelah dikeluarkan biaya pemakamam dan pembayar hutang-hutang suami isteri.
Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau
isteri yang hidup terlama dan bersama anak-anak mereka.

Salah satu tujuan perkawinan adalah mencari rezeki yang halal ( mengumpulkan
harta benda). Mengenai harta yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak
dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suami atau isteri. Menurut

peraturan perkawinan Indonesia nomor 136 tahun 1946 pasal 50 ayat 4 menetapkan

12 1bid.,
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bahwa: Apabila isteri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda
yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.13

Menurut kami walaupun telah dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa seorang
wanita tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya sekalipun itu pergi untuk
berjamaah ke masjid, akan tetapi perlu diiketahui Islam adalah agama yang halus dan
selalu mengutamakan kemaslahatan ummatnya. Oleh karena itu menurut kami
seorang istri yang bekerja diluar rumah untuk membantu penghasilan suaminya dalam
mencapai kemaslahatan keluarganya tetap diperbolehkan selama tidak keluar dari
atauran syara' dan diizinkan oleh suami.. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Aisyah yang mana seorang perempuan bernama Saudah akan
keluar rumah untuk memenuhi hajat hidupnya,kemudian mengadu kepada Nabi,dan
Nabi bersabda :

ale ine St o L0 OINBAIIW L

“"kamu kaum wanita telah diizinkan  keluar untuk  memenuhi

keperluanmu.”(Muttafaq Alaih)14
Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang

yang makin melambung tinggi, kalau sifatnya darurat dapat saja para isteri bekerja di
luar rumah bila diberi izin oleh suaminya, bila pekerjaan itu layak, sesuai dengan
ajaran agama Islam dan sesuai pula dengan kodratnya sebagai wanita dalam rangka
menunaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 30 UU No. 1 tahun 1974 yang
mengatakan bahwa sang isteri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
Harta Gono Gini

Dalam situs Asiamaya gono -gini didefinisikan sebagai harta yang berhasil
dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, gonogini diartikan sebagai harta perolehan bersama
selama bersuami isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam

lingkungan Pengadilan Agama, harta gono gini disebut dengan istilah “harta

3 1bid.,

14 K.H.Mudjab Mahalli dan A.Rodli Hasbullah. Hadits-Hadits Muttafaq ‘Alaih,Bag.
Munakahat dan Muamalah,(Jakarta : Prenada Media,2004), Hllm. 376
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kekayaan dalam perkawinan”. Definisinya (dalam pasal 1 ayat f) adalah harta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan
perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Dikatakan juga harta gonogini adalah harta milik bersama suami istri yang
diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika
seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami
istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau
tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa
dikatagorikan harta gono gini atau harta bersama.1s Pengertian tersebut sesuai dengan
pengertian harta gono-gini yang disebutkan di dalam pasal 35 Undang-Undang
Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

"

“ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. "16

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan harta gono gini adalah harta
benda yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan dan menjadi hak
kepemilikan berdua di antara suami isteri.

KUH Per pasal 125 : "Jika si suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak
mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal itu dibutuhkan segera, maka
si isteri bolen mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta
bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh pengadilan negeri.n17

Ada dua macam hak dalam harta gonogini, yaitu hak milik dan hak guna.
Harta gonogini suami dan isteri memang telah menjadi hak milik bersama, namun
jangan dilupakan bahwa di sana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua
sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat
persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta gonogini, dia

harus mendapat izin dari isterinya. Demikian sebaliknya.is

5 Harta Gono Gini Dalam Islam. Oleh DR. Ahmad Zain An-Najah, M.A
16 Op. Cit., Seri Perundang-undangan..............., Him. 21

17 Happy Susanto. Memahami Peraturan, Menumbuhkan Kesadaran , (Jakarta Selatan:
Transmedia Pustaka, 2008 ), HIm. 33

18 Ibid.,Happy Susanto, HIm.33-34
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Pembagian harta gonogini sebaiknya secara adil, agar tidak menimbulkan
ketidakadilan antara harta suami dan isteri.19
KHI Pasal 88 :"Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama."20

Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara
damai (musyawarah). Namun, jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh
melalui pengadilan maka jalan itulah yang lebih baik.21

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta
gonogini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam
menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah :

Pembagian harta gonogini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri.
Kesepakatan ini di dalam Al Qur’an disebut dengan istilah “ Ash Shulhu “ yaitu
perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak ( suami istri )
setelah mereka berselisih Allah swt berfirman :

Artinya :* Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). *“ ( Q.S.An Nisa":128

)22

Ayat di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah saw :”Perdamaian adalah boleh
di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan
perdamaian yang menghalalkan yang haram. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan
disahihkan oleh Tirmidzi)2s

Begitu juga dalam pembagian harta gonogini, salah satu dari kedua belah pihak
atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai

suatu kesepakatan. Umpamanya : suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli

¥ 1bid., HIm.37

20 Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Seri Perundang-Undangan, Undang-Undang Rl Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009),
HIm.84

21 Op. Cit., Happy Susanto, HIm. 37
22 Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta : 1971), HIm. 143
23 Hadits Abu dawud dan lonu Majah

61



Mitsagan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam
Volume 2 Nomor 2 (2022) ISSN: 2964-2191

barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua
melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang
yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45 %, atau
dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Memang kita temukan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan
Agama, pasal 97, yaitu : “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian
perkawinan."24

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%,
seperti dalam KHI di atas, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung
jawabkan, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta gono gini adalah
dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri. Kesepakatan tersebut berlaku
jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan
barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri
sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja,
maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono gini, dan pada dasarnya semua yang
dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan
kepada istri, maka menjadi milik istri.

Secara umum pembagian harta gonogini baru bisa dilakukan setelah adanya
gugatan cerai. Keadilan tidak mendeskriminasikan salah satu pihak. Istri yang tidak
bekerja tetap mendapat pembagian harta gono gini, karena pekerjaan istri bersifat
domestic. Begitu juga suami, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain.2s

Menurut kami pembagian harta gonogini atau harta bersama tetap dengan cara
musyawarah dengan memperhatikan factor-faktor lain seperti; masing-masing
penghasilan suami dan istri ataupun ta'lik nikah sebelumnya, dll. Jadi aturan dalam
KHI tidak wajib dilaksanakan. Hanya saja bersifat mengikat bagi penduduk
Indonesia karena telah di undangkan. Akan tetapi menurut kami kita mengikuti aturan
tersebut hukumnya mubah.

Pandangan Islam terhadap Konsep Harta Gono Gini

2 Op. Cit., Seri Perundang-undangan.............., Him. 87
250381 Op, Cit., Happy Susanto, HIm. 38-43
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Ada yang memandang diperbolehkan dan ada yang memandang sebaliknya.
Konsep harta gonogini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam
kajian fikih (Hukum lIslam) klasik. Fikih Islam klasik adalah produk hokum yang
dihasilkan oleh Ulama-ulama terdahulu. Masalah harta gonogini sesungguhnya
merupakan wilayah hukum yang belum disentuh (Ghoir al Mufakkar Fih), sebab lebih
banyak berkembang dan urgent untuk dibicarakan pada masa modern ini.2s

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gonogini. Dengan kata
lain, Hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta
suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian
juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya.27
Pasal 86 KHI:2s
1. ada dasaranya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena

perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,demikian juga harta
suami tetap menjadi hak suami dan dikuaai penuh olehnya.

Zahri Hamid memandang bahwa Hukum Islam mengatur system terpisahnya
antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain
(tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memeberikan
kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai
dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka
secara hukum.29

Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa Hukum Islam
memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki
harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.
Pandangan Hukum Islam yang memisah harta kekayaan suami istri sebenarnya
memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami atau harta istri yang

diperoleh secara sendiri selama perkawinan, mana yang harta gonogini. Pemisahan

260391 hid., HIm. 49

27141 1pid., HIm.50

28[4110p. Cit., Drs. Supriatna ,dkk. Figh Munakahat I1............, Hlm. 158
290p. Cit., Happy Susanto...., Him. 50-51
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antara harta suami atau istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.
Masalah harta gonogini merupakan masalah keduniawian yang belum pernah
tersentuh oleh Hukum Islam kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui
pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh suami istri bersama-sama
selama masa perkawinan merupakan harta gonogini.zoOleh karena itu, hal-hal yang
berkenaan dengan perkawinan mereka. Termasuk masih harta benda, menjadi milik
bersama.a1

Menurut kami pada dasarnya mengenai gonogini tidak terdapat pada hukum
Islam klasik. Akan tetapi, modernisasi dan globalisasi yang membawa Islam harus
menjawab tentang hukum gonogini. Islam sesungguhnya hanya membagi harta suami
dan harta istri secara terpisah. Akan tetapi menurut kami Islam memperbolehkan
adanya harta bersama (syirkatul maal) atau yang dikenal dengan harta gonogini.

Penutup

Harta merupakan pondasi kehidupan dan juga amanah dari Allah yang harus
disyukuri dan dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik. Bahakan harta merupakan
sarana untuk mengukuhkan iman kita kepada Allah. Karena bagaimanapun Allah
memerintahkan kepada kita supaya memikirkan kehidupan akhirat tanpa melupakan
duniawinya. Dalam perkawinan terdapat harta bawaan istri, harta bawaan suami, dan
juga harta bersama (syirkatul maal). Dimana seorang suami dan istri boleh
menggunakan harta mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun
syirkatul maal merupakan harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan. Apabila
kemudian terjadi perceraian atau kematian diantara mereka maka dibagi secara adil.
Gonogini dalam Islam sesungguhnya tidak ada. Akan tetapi dengan fenomena yang
ada, Islam tetap mampu menjawab hukum harta bersama atau yang kita kenal
gonogini. Islam tetap memperbolehkan adanya harta bersama. Bahkan Islam
memperbolehkan adanya ta'lik sebelum nikah untuk memudahkan pembagian harta
bersama apabila kemudian terjadi perpisahan. Harta benda harus dimanfaatkan sebaik
mungkin dengan tetap memperhatikan aturan-aturan Islam. Dalam perkawinan harta

digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga demi kemaslahatan semua anggota

30 Ibid., HIm. 51-52
1 1bid., HIm. 55
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keluarga. Apabila harta tersebut lebih maka hendaknya kita menghibahkan atau
mensadagahkan kepada pihak ketiga.
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